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Abstrak 

Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa yang dibantu pihak 
ketiga melalui suatu perundingan atau pendekatan mufakat antara kedua 
belah pihak, dimana orang yang menjadi penengah suatu sengketa menurut 
Peraturan Mahkamah Agung PERMA disebut mediator. Dengan 
meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo peran mediasi 
sangat dibutuhkan untuk mengurangi penumpukkan perkara. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran/efektifitas praktik mediasi 
dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat, dan apakah 
praktik tersebut sudah sesuai dengan konsep hakam dan Hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran / efektifitas pelaksanaan 
mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 masih kurang berhasil atau 
kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan dua hal, baik dari aspek PA 
(hakim) maupun dari aspek para pihak yang berperkara. Dari aspek hakim 
dari sebelas hakim yang bertugas di PA Wonosobo hanya satu orang yang 
sudah mengikuti pelatihan mediasi (bersertifikat). Sedangkan dari para 
pihak yang berperkara yaitu banyaknya perkara verstek, serta para pihak 
yang belum memahami pentingnya mediasi disamping hal tersebut diperkuat 
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oleh motifasi dari para pihak yang berperkara hanya untuk bercerai saja, 
disamping bila rumah tangganya diteruskan hanya mendatangkan 
kemadhorotan, sehingga perkara gugatan perceraian dikabulkan. Praktik 
mediasi di PA Wonosobo tahun 2012 tersebut sudah sesuai dengan konsep 
hakam dalam Hukum Islam. 

Kata kunci: Mediasi, perceraian, Pengadilan Agama Wonosobo, tahun 
2012. 

 

 
A. Pendahuluan 

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah 

dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.1 Dalam undang- 

undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.2
 

Tujuan perkawinan diantaranya: memperoleh ketenangan hidup yang 

penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagai 

tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain 

seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan 

biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.3
 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya 

dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal- 

hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada 

suatu perceraian. Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal 

ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu 

darurat.4 Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan putusnya 

perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau 
 

1 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU 

Negara Muslim Komtemporer,Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 

2005), hlm. 17. 
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
3 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, hlm. 38. 
4 Ricy Fatkhurrahman, “Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 

2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Hlm. 2. 
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berdasarkan gugatan perceraian.5
 

Pasangan suami-istri seharusnya menjauhkan angan-angan untuk 

bercerai. karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan 

hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. 

Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami 

atau istri mereka.6 Perselisihan antara suami-istri yang memuncak dapat 

membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan 

kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. 

Merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri, bila rumah 

tangga mereka tidak dapat dipertahankan.7
 

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami- 

istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakam 

(juru damai)8. Hal tersebut bermaksud untuk mencari jalan keluar, 

sebagaimana firman Allah: 
 

 

   

 
Adanya juru damai (hakam) untuk menengahi persoalan perceraian 

bisa dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa 

mengatasi persoalan itu. Orang yang berwenang mengutus juru damai 

adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa 

mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena 

pengutusan itu bermaksud mengurangi dan mencegah kezaliman suami- 

istri. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan.9 

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak 

dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan 

itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.10 Ditegaskan 
 

5 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114. 
6 A.Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan 

Rujuk (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 91. 
7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum 

Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana,2011), hlm. 181. 
8 Ibid., hlm. 185. 
9 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan 

Hukum Nasional, hlm. 187. 
10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
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dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata 

yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan 

penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 

Pasal 3 dan 4, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) 

hari kerja sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas) 

hari atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam praktik di 

Pengadilan Agama Wonosobo, kebanyakan mediasi dilakukan satu kali 

melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu 

penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi, namun jika para pihak 

ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi.11 Dalam 

HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim 

wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum 

perkaranya diperiksa.12
 

Di Pengadilan Agama Wonosobo setiap perkara yang diajukan 

diberi kesempatan untuk dimediasi terlebih dahulu, meski ada beberapa 

kendala dalam bermediasi. Kendala tersebut adalah mediasi yang kadang 

dilakukan hanya sekali saja.13 Setiap perkara dinyatakan berhasil, bila 

telah diputus, putusan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterima, 

gugur, dicoret dari regristrasi dan dikabulkan.14 Jadi walau akhirnya 

bercerai, tetapi semua perkara pasti selesai dan dinyatakan berhasil. Pada 

tahun 2012 terlihat keberhasilan PA Wonosobo dalam menangani 

perkara perceraian. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara yang 

telah diputus, walaupun ada kendala seperti yang dijelaskan di atas, 

selain kendala dari dalam juga ada kendala dari luar, yaitu para pihak 

yang berperkara yang sudah berkeinginan bulat untuk bercerai. Dari 

hal tersebut maka penyusun ingin mengetahui peran praktik mediasi 

di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengatasi jumlah perkara yang 

semakin meningkat. Dan kesesuaian praktik mediasi di Pengadilan Agama 

Wonosobo dengan konsep hakam dalam hukum Islam. 

 
11 Wawancara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo 

Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013. 
12 Nuryadi Siswanto, Handout, hlm 1. 
13 Wawancara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo 

Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2012. 
14 Wawancara dengan Irawan Hari Waluyo, Panitera muda hukum Pengadilan 

Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013 
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Penyusun mengambil objek tahun 2012 karena jumlah perkara 

yang diputus pada tahun 2012 paling banyak dibanding tahun-tahun 

sebelumnya, dalam hal ini penyusun mencoba membandingkan dengan 

tahun 2010 dan 2011, sebagai bukti bahwa meningkatnya jumlah 

pasangan yang ingin bercerai setiap tahunnya di Pengadilan Agama 

Wonosobo. Pada tahun 2012 perkara yang berhasil diputus sebanyak 

2055 perkara, tahun 2010 adalah 1944 perkara dan tahun 2011 adalah 

1725 perkara. 

 
B. Peran dan Fungsi Mediasi. 

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan 

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, dalam mediasi para pihak 

memiliki posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau 

pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam proses mediasi para 

pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam 

pengambilan keputusan. Dimana mediator15 tidak memiliki kewenangan 

dalam pengambilan keputusan, tetapi dia hanya membantu para pihak 

dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai 

mereka16 Untuk lebih detailnya penyusun akan mendefinisikan apa peran 

dan fungsi mediator karena mediator adalah orang yang bertindak sebagai 

penengah dalam mediasi. 

 
1. Peran Mediator Dalam Mediasi. 

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama 

wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian 

dengan bantuan mediator.17 Mediator dalam pelembagaan mediasi atas 

sengketa yang terjadi di pengadilan memiliki peran yang penting.18 Paling 

tidak, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian 

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
 

15 Orang yang bertindak sebagai penengah (dalam mediasi). 
16 Sahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

hlm. 24-25. 
17 PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 4. 
18 Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions 

(ADR), (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2010), hlm. 122. 
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penyelesaian.19 Suyud mengutip Howard Raiffa, menurutnya peran 

mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang, yakni dari sisi 

peran yang lemah hingga sisi peran terkuat.Sisi peran terlemah adalah, 

bila mediator hanya menjalankan peran-peran: 

a. Penyelenggara pertemuan. 

b. Pemimpin diskusi. 

c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan 

berlangsung secara beradap. 

d. Pengendali emosi para pihak. 

e. Pendorong pihak/perunding yang kurang yang kurang mampu atau 

segan mengemukakan pandangannya. 

 
C . Mediasi dalam Hukum Islam 

Konsep win-win solusion dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem 

Hukum Islam. Walau tidak disebut dengan mediasi, namun pola 

penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola dalam mediasi. 

Dalam sistem Hukum Islam dikenal istilah islah dan hakam. Islah adalah 

ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian 

perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan 

perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa 

para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan 

masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.20
 

Diterangkan dalam an-Nisa’ (4) ayat 128 agar para pihak suami-istri 

memperbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. 
 

 

 

  

 
Dalam menghadapi nusyuz, suami mendapat tugas utama untuk 

memperbaiki keadaan istri ( islah ). Dimana tahapan yang diterangkan 

tidak hanya menjadi pedoman bagi bagi suami atau istri, tetapi juga bagi 
 
 

19 Mahkamah Agung RI PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6. 
20 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan, hlm. 

118-119. 
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hakam dalam membantu sengketa keluarga dalam kasus nusyuz. 21
 

Selain islah juga dikenal istilah hakam. Hakam juga mempunyai 

pengertian seperti mediasi, dimana hakam merupakan pihak ketiga 

yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami- 

istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa 

diantara mereka.22 Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 dimana dalam 

perselisihan antara suami-istri harus ada hakam (juru damai) untuk menjadi 

penengah di antara kedua belah pihak. Hakam itulah yang berhubungan 

dengan para pihak untuk menanyai dan mendapatkan keterangan dari 

suami-istri yang dalam syiqaq itu.23
 

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang yang dimaksud hakam 

dalam sengketa syiqaq. 

1. Mahzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa berdasarkan 

zhahir surat An-Nisa (4) ayat 35 bahwa hakam diangkat oleh pihak 

keluarga suami atau istri dan bukan suami atau istri itu secara 

langsung. 

2. Ulama kontemporer seperti, Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa 

hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami-istri yang disetujui 

oleh mereka sebagai penengah. 

3. As-Sya’bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa, pihak ketiga dalam 

kasus syiqaq diangkat oleh hakim atau pemerintah, karena kata 

“fab’atsu maka hendaklah kamu mengutus” dimana ayat ini ditujukan 

kepada semua kaum muslimin. 

 
Dari pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang 

berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan 

pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus 

mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud 

membasmi dan mencegah kezaliman suami-istri, yang menjadi kewajiban 

pemerintah, dalam hal ini pengadilan. 24
 

 
21 Sahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

hlm. 190. 
22 Ibid., hlm. 119-120. 
23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Penerbit UNiversitas 

Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 95. 
24 Sahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

hlm. 185-187. 
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Batasan wewenang hakam dalam memediasi suatu sengketa dalam 

kasus syiqaq: 

1. Menurut Hanafi, Syafi’I, Hanbali, Hasan al-Basri dan Qatadah, 

seorang hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan 

suami atau istri yang sedang didamaikannya. Hakam hanya bisa 

mengambil keputusan sesuai persetujuan dari kedua belah pihak. 

Mazhab Hanafi berpendapat apabila suami istri itu harus diceraikan, 

maka juru damai itu harus melaporkannya kepada qadi, dan qadilah 

yang berhak menceraikan. 

2. Menurut Sya’bi, Ibn Abbas dan Mazhab Malik, hakam berwenang 

memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri itu sekalipun atas 

izin dari salah satu atau kedua belah pihak tersebut. Tergantung 

kesepakatan kedua juru damai dari masih-masing pihak, dan bila 

terjadi perbedaan pendapat maka tidak dapat dilaksanakan perceraian 

itu sebelum ada kata sepakat.25
 

 
Apabila kedua orang hakam gagal dalam usahanya untuk 

mendamaikan antara kedua suami-istri, maka keduanya mengambil 

keputusan antara dua perkara : 

1. Hakam dari pihak suami menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai 

wakil dari padanya. 

Dalam Hukum perkawinan dalam Islam, UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 101, diterangkan bahwa isteri yang 

diceraikan dengan talak sebab syiqaq, tidak boleh dirujuki lagi oleh 

suaminya. 

2. Hakam dari pihak istri mengkhuluk suaminya sebagai wakil dari 

padanya.26
 

 
D. Mediasi menurut Peraturan Perundangan 

1. Mediasi dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

Pasal 28 ayat (3). 

Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP-4) 

adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk mendamaikan 
 

25 Ibid., hlm. 187-188. 
26 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, cet ke-4, (Jakarta: P.T 

HIDAKARYA AGUNG, 1968). hlm. 138. 
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atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai, 

hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Pasal 

28 ayat (3).27 Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian 

ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 ini, namun 

meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, 

dan langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap 

menerima perkara tersebut, perkara yang sudah melalui BP-4 ataupun 

belum, wajib diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara tersebut.28
 

 
2. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 

Kehadiran PERMA Dimaksudkan untuk memberikan kepastian, 

ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk 

menyelesaikan suatu sengketa perdata. Pada prinsipnya mediasi di 

lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar 

pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas 

dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka 

PERMA mengijinkan hakim menjadi mediator. 29 Dalam PERMA No. 1 

Tahun 2008, Pasal 1 diterangkan sebagai berikut : 

a. Dalam ayat (6), dimana mediator adalah pihak yang netral yang 

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan 

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 

b. Ayat (8), menyatakan para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum 

yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa 

mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. 

c. Ayat (10), Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh 

tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian 

sengketa. 
 

27 Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat 

meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Peselisihan dan Perceraian 

(BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur dalam 

rumah tangga. 
28 Nurmaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan, 

hlm. 134-135. 
29 Sahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 

hlm. 311-312. 
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d. Ayat (12), proses mediasi tertutup, hanya dihadiri para pihak dan 

kuasa hukum mereka dan mediator dan pihak lain yang diizinkan 

oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak 

boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak. 

e. Dalam ayat (14) diterangkan pengadilan tinggi adalah pengadilan 

yang ada dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. 

 
3. Mediasi dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR, Pasal 154 Ayat (1) 

RBg dan Pasal 31 Rv, Upaya perdamaian. 

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak 

penggugat terhadap pihak tergugat terlebih dulu harus mengupayakan 

perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR,30 Pasal 154 

Ayat (1) RBg,31 Pasal 31 Rv, juga diterangkan seperti itu, dimana hakim 

dalam setiap pemeriksaan harus mengupayakan perdamaian. Jika dalam 

perdamaian tersebut ada salah satu pihak baik tergugat maupun 

penggugat membutuhkan juru bahasa, mereka dapat menggunakan 

juru bahasa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang telah disumpah, 

tetapi jika juru bahasanya berasal dari luar pengadilan, maka juru bahasa 

tersebut harus disumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasa adalah 

menterjemahkan bahasa agar dapat dimengerti oleh pihak penggugat 

ataupun tergugat (Pasal 130 ayat 4 dan Pasal 131 HIR jo. Pasal 155 RBg 

jo. Pasal 33 BRv).32
 

Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian dimana terjadi 

pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan hakim secara 

optimal. Sedangkan dalam perkara perceraian karena alasan zina, cacat 

badan atau sakit jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan 

kewajibannya, maka hakim tetap mengusahakan suatu perdamaian karena 

merupakan kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, seperti karena 

pertengkaran dan percekcokan. Hal itu dilakukan merupakan kewajiban 

moral saja, bukan kewajiban hukum. Dimana dikemukakan bahwa selama 
 

30 Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka 

Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua 

belah pihak. 
31 Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, 

maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikan. 
32 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), hlm. 159-162. 
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perkara belum diputus usaha mendamaikan para pihak yang berperkara 

dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan.33 Dijelaskan hal serupa 

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Pasal 82 ayat (4).34
 

 
E. Analisis Terhadap Perkara yang dimediasi di PA Wonosobo 

Untuk lebih mudah dalam menganalisis penyusun mengambil 12 

perkara pada tahun 2012, dimana 12 perkara perceraian tersebut 

diambil berdasarkan penetapan tanggal mediasi dari bulan Januari sampai 

Desember masing-masing diambil 1 perkara, kemudian dianalisis pada 

bab selanjutnya. 

Tabel III 

Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012 
 

Tgl. 

mediasi 
No. regrister 

Tgl. Penetapan 

mediator 
Ket. 

04-01-2012 2126/pdt.G/2011/PA.Wsb 28-12-2011 Cerai talak 

08-02-2012 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb 25-01-2012 Cerai gugat 

27-03-2012 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb 20-03-2012 Cerai talak 

12-04-2012 2124/pdt.G/2011/PA.Wsb 05-04-2012 Cerai gugat 

15-05-2012 0476/pdt.G/2012/PA.Wsb 08-05-2012 Cerai gugat 

04-06-2012 0811/pdt.G/2012/PA.Wsb 28-05-2012 Cerai gugat 

02-07-2012 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb 25-06-2012 Cerai talak 

07-08-2012 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb 31-07-2012 Cerai gugat 

10-09-2012 1334/pdt.G/2012/PA.Wsb 03-09-2012 Cerai gugat 

22-10-2012 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb 15-10-2012 Cerai gugat 

01-11-2012 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb 25-10-2012 Cerai gugat 

06-12-2012 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb 29-11-2012 Cerai gugat 

 

 

 

 

 

33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31. 
34 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

hlm. 165-166. 
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Keterangan : 

a. 2126/pdt.G/2011/PA. Wsb 

1) Cerai talak 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Pemohon dan termohon menikah tahun 1981 tinggal bersama di 

kediaman milik bersama selama 18, dan dikaruniai 3 orang anak. 

Kemudian selama 3 tahun pemohon berangkat kerja ke Amerika 

dari tahun 2000-2003. Kehidupan rumah tangga pemohon dan 

termohon mulai goyah sejak tahun 1985, dimana termohon 

berubah sikap kurang perhatian terhadap termohon dan sikap 

yang suka marah-marah. Sekembali dari Amerika sikap termohon 

tetap juga tidak berubah bahkan semakin memburuk. Dan 

pemohon kembali kerumah kedua orang tua. Dan sudah pisah 

tempat tinggal selama 11 tahun. Dan majlis hakim mengabulkan 

permohonan konpensi.35
 

3) Alasan penundaan sidang 

Karena majlis hakim tidak lengkap, ketua majlis hakim dinas ke 

PTA Semarang, dan hakim anggota ada yang cuti. 

Bukti-bukti gugatan rekonvensi: Pembuktian, musyawarah majlis 

hakim, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majlis hakim, 

pembuktian dan pemanggilan termohon, pembuktian lanjutan, 

pembuktian lanjutan (kedua).36
 

 

b. 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan 

tergugat karena tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, 

apabila orang tua penggugat menasehati tergugat secara baik 

tentang pekerjaan. Tergugat tidak malu melakukan KDRT 

bahkan sampai ke urusan desa setelah menganiaya penggugat, 

dimana tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sewaktu 

menikah.37
 

 

35 Lihat lampiran , Nomor Register 2126/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
36 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
37 Lihat lampiran, No. Register 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
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c. 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Cerai talak 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan 

tergugat dikarenakan tergugat yang selalu tidak pernah 

bersyukur akan uang nafkah yang diberikan dan selalu merasa 

kurang, pada akhirnya tergugat pergi ke rumah orang tuanya.38
 

3) Alasan penundaan sidang 

a) Pemanggilan termohon 

b) Pembuktian 

c) Upaya damai 

d) Pemanggilan penggugat dan tergugat.39
 

 

d. 2124/pdt.G/2011/PA.Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan gugatan. 

Pada waktu menikah tergugat mengucapkan taklik talak. 

Penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama 

1 tahun di Wonosobo, kemudian kemudian pindah dirumah 

orang tua tergugat di Jakarta selama 2 bulan, setelah itu kembali 

ke Wonosobo kembali dan tinggal selama 2 bulan, selanjutnya 

tinggal di Jakarta lagi selama 2 bulan, kemudian tinggal di 

Makasar selama 2 bulan. Kemudian di Wonosobo lagi 1 bulan, lalu 

ke Makasar lagi 1 bulan, dan Jambi 3 Minggu. Penggugat selalu 

mengikuti kemanapun tergugat pindah kerja, dan melakukan 

hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak. 

Dan akhirnya terjadi perselisihan karena tergugat berselingkuh, 

dan sudah berpisah selama 11 bulan, tergugat juga sudah tidak 

memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, dalam hal ini 

tergugat mengajukan eksepsi.40
 

3) Alasan penundaan 

a) Panggil tergugat 

b) Pembuktian 
 

38 Lihat lampiran, No. Register 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
39 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
40 Lihat lampiran, No. Register 2124/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
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c) Mediasi jawaban 

d) Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat 

e) Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat (yang kedua) 

f) Duplik 

g) Musyawarah majlis.41
 

 

e. 0476/pdt.G/2012/PA. Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat 

tidak mampu memberi nafkah bathin, dimana setiap diajak 

berhubungan kelamin tergugat tidak mau karena faktor usia 

yang sudah tua. Penggugat sering kecewa menahan hasrat yang 

tidak terbendung.42
 

3) Alasan penundaan sidang 

a) Panggil tergugat 

b) Panggil tergugat (kedua) 

c) Mediasi 

d) Pembuktian dan panggil tergugat.43
 

 

f. 0811/pdt.G/2012/PA. Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Karena faktor ekonomi dimana tergugat sebagai kepala rumah 

tangga, tidak bertanggung jawab atas keluarga, tidak bekerja 

untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Justru penggugat 

yang harus membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupi 

kebutuhan. Dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya.44
 

3) Alasan penundaan sidang 

a) Perdamaian 

b) Hasil mediasi 

c) Perdamaian 

41 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
42 Lihat lampiran, No. Register 0476/pdt.G/PA.Wsb. 
43 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,”register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
44 Lihat lampiran, No. Register 0811/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
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d) Jawaban tergugat 

e) Jawaban tergugat (bagian 2) 

f) Replik 

g) Duplik 

h) Duplik tergugat 

i) Pembuktian 

j) Panggilan tergugat 

k) Musyawarah majlis.45
 

 
g. 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Cerai talak 

2) Alasan pengajuan gugatan 

Tidak ada keharmonisan karena termohon tidak patuh, 

tidak menghormati kepada pemohon kalau dinasehati berani 

melawan,tidak patuh dan tidak menghargai mertua.kemudian 

karena sudah tidak tahan pemohon mengembalikan termohon 

dan sudah berpisah 7 bulan.46
 

 
h. 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan gugatan. 

Karena tergugat melanggar taklik talak, dimana dalam pernikahan 

pernah mengucapkan shigat taklik talak dan telah menanda 

tanganinya, dimana penggugat jarang memberi nafkah dalam 

kurun waktu 1 tahun, dan hanya mengandalkan penggugat.47
 

3) Penundaan sidang 

a) Panggilan tergugat 

b) Panggil tergugat.48
 

 
i. 1334/pdt.G/2012/PA. Wsb 

1) Cerai gugat 

 
45 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
46 Lihat lampiran, No. Register 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
47 Lihat lampiran, No. Register 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
48 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,”register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
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2) Alasan pengajuan gugatan 

Karena sudah 5 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 

faktor ekonomi, dimana tergugat hanya buruh di bengkel dan 

penghasilan sedikit, dan tidak pernah dikasihkan ke penggugat. 

Untuk memenuhi kebutuhan dari hasil keringan penggugat. 

Dimana penggugat beranggapan tergugat menelantarkan 

keluarga, dan berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya.49
 

3) Alasan penundaan 

a) Jawaban tergugat 

b) Replik tergugat.50
 

 

j.    1674/pdt.G/2012/PA.Wsb\ 

1) Cerai gugat 

2) Alasan pengajuan penggugat 

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena jarang memberi 

nafkah lahir dan sering pulang larut malam, Dimana penggugat 

dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 

bulan. Dan membuat tersiksa lahir batin. penggugat. 51
 

3) Alasan penundaan 

Memanggil tergugat dan penggugat.52
 

 

k. 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Alasan pengajuan gugatan 

Tergugat dan penggugat sudah berpisah 10 bulan karena 

penggugat merasa tidak tahan dengan sikap tergugat yang suka 

mabuk-mabukan, suka kasar dan tidak jujur masalah uang.53
 

2) Alasan penundaan 

a) Panggil tergugat 

b) Panggil penggugat 

c) Replik tergugat.54
 

49 Lihat lampiran, No. Register 1334/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
50 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,”register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
51 Lihat lampiran, No register 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
52 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tahun 2012. 
53 Lihat lampiran, No Register 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
54 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
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l. 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb 

1) Cerai gugat 

2) Alasan perceraian 

Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan 

berhubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum 

dikaruniani anak. Perceraian karena kawin paksa, dan tidak ada 

cinta.55
 

3) Alasan penundaan sidang 

Panggil tergugat dan pembuktian.56
 

 
Dari 12 sampel perkara di atas, semua perkara diputus cerai oleh majelis 

hakim, karena para pihak sudah tidak mungkin didamaikan, sehingga bila 

tidak diputus cerai justeru akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga 

tujuan dari perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rohmah menjadi tidak 

dapat tercapai. Disamping itu karena jumlah perkara yang masuk semakin 

banyak namun jumlah hakim di PA Wonosobo hanya berjumlah 11 orang, 

itupun yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat hanya 

satu orang hakim saja, maka proses mediasi tidak dapat berjalan maksimal, 

karena dengan jumlah perkara yang semakin bertambah banyak maka 

proses persidangan terkesan hanya untuk memenuhi aspek formal 

persidangan semata, sementara aspek substansial serta proses mediasi 

kurang mendapatkan perhatian maksimal, sehingga proses persidangan 

terkesan hanya untuk “kejar setoran” menyelesaikan jumlah perkara yang 

semakin banyak masuk ke PA Wonosobo. Hal tersebut lebih diperparah 

oleh para pihak yang berperkara di PA Wonosobo dalam kondisi emosi 

yang sudah sangat memuncak disamping beberapa putusan majelis 

hakim yang bersifat verstek, sehingga dalam benak para pihak yang 

berperkara tidak ada opsi lain dalam sidang selain hanya untuk bercerai 

saja. Ini menjadikan para pihak sulit untuk didamaikan, sehingga semakin 

mempersulit proses mediasi, sehingga proses mediasi belum bisa berdaya 

guna dan berhasil guna serta efektif. Oleh sebab itu mediasi merupakan 

hal yang penting sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan 

dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian57, 

55 Lihat lampiran, No. Register 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb. 
56 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,” register induk perkara gugatan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”. 
57 Ibrahim, Malik, Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan 

Upaya Penanggulangannya, dalam Jurnal Aplikasia, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018 



Al-Maza>hib,Volume 7, Nomer 2, Desember 2019 234 
 

 

sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski pada 

akhirnya segala keputusan jatuh pada suami-istri, apakah mereka ingin 

bercerai atau meneruskan perkawinan. Seperti diajarkan oleh Islam, yang 

memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di 

antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti  

firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (49) ayat 10: 
 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat”.58

 

 
Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau 

berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah 

dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang 

berlaku adil. Seorang mediator atau hakam yang bertugas untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan perkara 

harus menggali dan mendengar keterangan kedua belah pihak59, sehingga 

mengetahui masalah yang diperselisihkan, agar bisa menjadi penengah 

dari perkara tersebut. 60
 

 
F. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas mengenai peran 

mediasi dalam menanggulangi perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Wonosobo tahun 2012, dapat disimpulkan : 

a. Pelaksanaan mediasi di lingkungan PA Wonosobo masih belum 

maksimal, hal tersebut disebabkan secara internal minimnya jumlah 

hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapat 

serifikat sebagai mediator. Juga perbandingan antara jumlah perkara 

yang masuk dengan jumlah hakim yang menyidangkan perkara tidak 
 

58 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek 

Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an , 1984), h. 846 
59 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. 
60 Malik Ibrahim, Efektifitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian 

di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Madania, Vol. 19 No. 1 Juni 2015, 

hlm. 116-117 
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sebanding, sehingga hakim disibukkan untuk segera menyidangkan 

perkara tersebut secara maraton. Disamping secara eksternal para 

pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, karena sudah pada 

tahapan emosi yang memuncak dengan pasangannya, sehingga yang 

terpikir adalah bagaimana bisa segera bercerai, disamping banyaknya 

persidangan yang dilakukan bersifat verstek. 

b. Pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 merupakan 

pengejawantahan dari konsep hakam dalam hukum Islam serta 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 serta 

ketentuan lainnya, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan 

konsep hakam dalam hukum Islam dan ketentuan yang ada, hanya saja 

dalam praktinya masih belum maksimal karena terkendala beberapa 

hal baik dari pihak PA (hakim) maupun para pihak yang berperkara. 
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